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Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang
pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara
dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSL B tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan K eputusan Rapat
(PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut
dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah
penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi
dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode
analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta
PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSL B dan notulen RUPSLB yang
menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik
sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa aktaitu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA
berdasarkan putusan Mgjelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DK Jakarta Nomor
12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X1/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa
Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJINP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar
sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJINP yaitu tidak saksama, berpihak,
dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat
memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJINP.
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This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the
dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The
minutes of the EGM S are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The
problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed
made. Thisresearch isanormative juridical research. The research uses secondary data with document study
as adata collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data
analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR
made by the Notary TA till considered valid even though the EGM S and minutes of the EGM S which were
the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle
applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision
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that states that the deed isinvalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the
decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number
12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/X1/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary
was declared not to violate the UUJINP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the
Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJINP which isinaccurate,
impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should
be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUINP.



